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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Surat Kuasa
1. Pengertian Surat Kuasa
Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.
Ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu:
a. Pemberi kuasa;
b. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandate melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Lembaga hukum kuasa disebut dengan pemberian kuasa, jika:
a. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
b. Dengan demikian, penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
c. Pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.[footnoteRef:2] [2: 	 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.2] 


	Sifat perjanjian kuasa, antara lain sebagai berikut:
0. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
0. Pemberian kuasa bersifat konsensualsifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah kosensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti:
1) Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.
2) Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).
3) Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
0. Berkarakter garansi-kontrak
Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada pemberi kuasa, hanya terbatas:
a. Sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa.
b. Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandate yang diberikan. Sedangkan melampaui itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas garansi-kontrak yang dijelaskan dalam Pasal 1806 KUH Perdata. 
Kuasa mutlak muncul dari pergaulan sehari-hari antara seseorang dengan orang lain. Untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa, dihubungkan dengan hak pemberi kuasa untuk dapat mencabut secara sepihak pada satu sisi, serta hak penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain, lalu lintas pergaulan hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak. Perjanjian kuasa seperti ini, diberi judul “kuasa mutlak”, yang memuat klausul, bahwa pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, dan meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa.[footnoteRef:3] [3: 	 Ibid, h.5.] 

2. Jenis-Jenis Pemberian Kuasa
Jenis kuasa adalah sebagai berikut:
2. Kuasa Umum
Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1795 KUH perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:
1) Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
2) Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
3) Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.
1. Kuasa Khusus
Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khsusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
1. Kuasa Istimewa
Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya ketentuan mengenai pemberian kuasa istimewa, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.
3. Bentuk-Bentuk dan Isi Dalam Surat Kuasa
Perkembangan kuasa untuk mewakili para pihak yang bersengketa di muka pengadilan mengalami beberapa fase, yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :
2. Fase Kuasa Umum.
Pada mulanya aturan mengenai perjanjian kuasa ini masih diatur secara umum, dan dimuat dalam KUH Perdata yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847, S. 1847-23) yaitu diartikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang menyatakan “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Pemberian kuasa berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata tersebut merupakan kuasa umum dalam artian dirumuskan dalam kata-kata umum, tersebut hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.
2. Fase Kuasa Khusus.
Fase ini dibagi menjadi beberapa sub fase yaitu :
1) Sub Fase Awal.
Fase ini ditandai dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Batavia melalui Gubernur Jendral Jan Jacob Rochussen pada tanggal 5 Desember 1846 telah memberi tugas pada Jhr. Mr. H.L. Wichers seorang jurist yang menjabat Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara di Batavia untuk menyusun rencana reglemen tentang administrasi, polisi, acara perdata dan acara pidana bagi gologan Indonesia. Dan dalam waktu 8 bulan rancangan tersebut selesai dan setelah mendengar tanggapan dari juris-juris lain maka diadakan beberapa perubahan dan akhirnya rancangan Wichers tersebut diterima Gubernur Jenderal dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848 dengan Stbl. 1848 No. 16 yang biasa disebut dengan Het Inlands Reglement disingkat I.R dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848. kemudian I.R. ini mengalami beberapa perubahan dan tambahan, dan yang cukup mendalam terjadi pada tahun 1941, sehingga kemudian dalam bahasa Belanda disebut Herzien, maka I.R. selanjutnya disebut Het Herziene Indonesisch Reglement disingkat H.I.R. H.I.R. ini berlaku bukan untuk seluruh Indonesia melainkan hanya untuk daerah Jawa dan Madura saja.
2) Sub Fase Peringatan.
Berkaitan dengan sub fase ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal 7 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang menentukan permohonan banding harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan ..... dst. Aturan mana ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1962  dimana pada garis besarnya Mahkamah Agung menyatakan pembuatan surat kuasa dengan kata-kata yang bersifat umum tidak diperkenankan, namun dalam SEMA ini  Mahkamah Agung masih memberi toleransi terhadap surat kuasa tersebut dengan menganjurkan para hakim yang menerima surat kuasa yang bersifat umum tersebut untuk mengembalikan dan memerintahkan untuk diperbaiki dengan beberapa petunjuk seperlunya.
3) Sub Fase Penegasan.
Pada tanggal 23 Januari 1971 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus dimana dengan pertimbangan kebijakan memberikan kelonggaran bagi penerapan kuasa khusus sudah dirasa cukup lama maka Mahkamah Agung menganggap para pihak yang berkepentingan yaitu pemberi dan penerima kuasa di pengadilan hudah harus tahu dan mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga SEMA sebelumnya yang memberi petunjuk agar hakim memerintahkan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat dapat diperbaiki tersebut dicabut. SEMA ini membawa implikasi mulai saat diberlakukannya SEMA tersebut maka setiap surat kuasa khusus yang tidak memenuhi persyaratan haruslah ditolak. Hal ini selanjutnya ditegaskan lagi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Dalam pemberian kuasa yang terpenting juga harus diperhatikan tentang bentuk serat ini dalam penerimaan kuasa sebagai perwakilannya.
Bentuk dari surat kuasa menurut Pasal 1793 KUH Perdata adalah :
1. Bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Akta umum adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang. Tulisan dibawah tangan adalah akta yang dibuat hanya oleh para pihak saja (pemberi dan penerima kuasa).
1. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.
Banyak sekali isi dari pemberian kuasa, namun sesuai dengan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :
a. Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan bahwa isi pemberian kuasa :
1) Pemberian Kuasa secara Khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih.
2) Pemberian Kuasa secara Umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
b. Pasal 1797 KUH Perdata menyebutkan bahwa si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya: kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit.
Pada dasarnya pembubuhan materai adalah hanya berfungsi sebagai suatu cara untuk mengenakan pajak yang harus dibayar kepada negara terhadap suatu surat-surat atau dokumen-dokumen yang dihasilkan atas perbuatan hukum tertentu dan dimaksudkan akan dijadikan sebagai alat bukti. Sehingga surat kuasa yang tidak bermeterai, bukanlah berarti bahwa surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. 
Surat Kuasa yang tidak bermeterai tersebut tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti, hanya saja sesuai undang-undang tentang materai bahwa perjanjian termasuk juga surat kuasa termasuk dokumen yang wajib dikenakan bea meterai, maka terhadap surat kuasa yang tidak ada meterainya tersebut harus dilunasi terlebih dahulu bea meterainya dengan cara yang telah diatur dalam Undang-undang tentang meterai. 
Cara untuk melunasi bea meterai atas surat kuasa yang tidak bermeterai adalah dibelikan meterai di Kantor Pos dan Giro, kemudian ditempelkan dalam lembar kertas surat kuasa tersebut, kemudian dimintakan cap pos atau istilah lainnya adalah Nazekling. Pemberi Kuasa dapat saja mencabut wewenang kuasa setiap saat dan menuntut pengembalian kuasa untuk menghindari penyalahgunaan Surat Kuasa yang telah dicabut tersebut.
Apabila seseorang tidak dapat menjalankan suatu urusan, maka alternatifnya adalah menunda urusan tersebut sampai ia mampu melakukannya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk melakukannya. Mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan suatu urusan itulah yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan pemberian kuasa. 
	Pemberian kuasa dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
a. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. 
b. Salah satu pihak meninggal dunia
1. Penerima kuasa melepaskan kuasa.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Istilah pejanjian dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah contract dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum di Indonesia sudah dikenal istilah ‘kebebasan kontrak’.
Kontrak atau yang secara hukum lebih banyak disebut dengan perjanjian adalah suatu pernyataan kehendak atau kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agremeent) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. “Para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan kontrak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan atau memenuhi setiap apa yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang biasanya menyangkut tentang hak dan kewajiban”.[footnoteRef:4] [4:  Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis dalam Menata Bisnis Modern di Era GlobaI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h 9 ] 

Menurut Richard Burton Simatupang bahwa kontrak biasanya dimulai dengan suatu pembicaraan, pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi), untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kontrak akan ditandatagani apabila betul-betul telah matang (lengkap dan jelas).[footnoteRef:5] [5:  Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 27.] 


	Menggunakan istilah kontrak ada konotasi sebagai berikut :       
a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata. Sehingga orang sering menanyakan ‘mana kontraknya’ diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis.
b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.
c. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.
d. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.[footnoteRef:6] [6:  Ibid, h.2] 


KUHPerdata memberikan pengertian kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju utnuk melakukan sesuatu”.[footnoteRef:7] Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.  M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “istilah kontrak sama pengertiannya dengan persetujuan”.[footnoteRef:8] [7:  R. Surbekti, Op.Cit, h. 1]  [8:  M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2012,  h. 23] 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perjanjian sama pengertiannya dengan persetujuan, oleh karena itu persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat dibaca dengan perjanjian.
Menurut para sarjana, antara lain Abdul Kadir Muhammad bahwa rumusan perjanjian adalah KUHPerdata itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahannya yaitu.       
0. Hanya menyangkut sepihak saja
	Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
0. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus
	Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan  melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
0. Pengertian perjanjian terlalu luas
	Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padalah yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
0. Tanpa menyebut tujuan
	Dalam perumusan pasal itu tidak di sebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.[footnoteRef:9] [9:  Abdul Kadir Muhammad,  Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2012, h. 78] 


Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perlu dirumuskan kembali arti perjanjian. Sudikno mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.[footnoteRef:10] [10:  Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum, Liberty, Yogyakarta,  2018, h. 97] 

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai  harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.[footnoteRef:11] [11:  R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit,  h. 11.] 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa perjanjian itu memiliki arti yang luas dan arti sempit. Arti sempit dari perjanjian hanya ditujukan kepada  hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan saja sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUHPerdata.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut maka unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :       
a. Terdapatnya para pihak yang berjanji
b. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;
c. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;
d. Terletak dalam bidang harta kekayaan;  
e. Adanya hak dan kewajiban para pihak;
f. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.[footnoteRef:12] [12:  Munir Fuady, Op.Cit,  h. 18.] 


Keenam unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep kontrak yang menurut paham KUHPerdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (handeling), selanjutnya oleh para sarjana di sempurnakan menjadi perbuatan hukum (rechtshandeling) dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum (rechtsverhoudingen). Jadi para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada  subtansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu.
Sudikno Mertokusumo menjelaskan :       
Perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (rechtshandeling) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding) . berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (rechtsverhoudingen).[footnoteRef:13] [13:  Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h. 7-8.] 


Sehubungan dengan perkembangan pengertian kontrak tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “kontrak dapat di rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak, penawaran dan penerimaan”.[footnoteRef:14] [14:  Purwahd Patrik, Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010, h.15.] 

Menurut Sudikno J. Satrio dalam kontrak terdapat 3 (tiga) unsur yaitu sebagai berikut :
a. Unsur essensialia;
b. Unsur naturalia;
c. Unsur accidentalia.[footnoteRef:15] [15:  J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung,  2012,  h. 57.] 

Unsur essensialia adalah unsur kontrak yang selalu harus ada di dalam suatu kontrak, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya kontrak, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya kontrak. 
Unsur naturalia adalah unsur lazim melekat pada kontrak, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam kontrak secara diam-diam dengan sendirinya  dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada kontrak. Dengan demikian, unsur ini oleh Undang-Undang diatur tetapi  oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah aanvullendrecht (hukum mengatur).
Unsur accidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam kontrak. Unsur ini ditambahkan oleh para  pihak dalam kontrak artinya Undang-Undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.

3. Syarat  Sahnya Perjanjian
Pasal 1320 KUHPerdata, menyebutkan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian  diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
1. Suatu hal tertentu
1. Suatu sebab yang halal.
Sepakat di sini dimaksudkan adalah adanya persesuaian kehendak antara si pemegang hak dengan si pemegang kewajiban, mengenai objek perjanjian. Berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak tersebut.
Tidak dianggap sah suatu kesepakatan jika diberikan karena :
1. Salah pengertian (dwaling) atau kekeliruan.
1. Pemerasan atau dipaksakan
1. Adanya penipuan”.[footnoteRef:16] [16: Ibid.,h. 8.] 

Persetujuan harus diberikan secara bebas dan persetujuan yang diberikan karena salah pengertian (dwaling), Paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan persetujuan kehendak yang cacat. Terhadap persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatalan, tapi bukan batal dengan sendirinya.
Mengenai salah duga atau salah pengertian yang dapat dibatalkan harus mengenai inti sari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Salah pegertian (dwaling) mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objek yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Dengan demikian salah duga atau salah pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai :
1. Pokok atau maksud objek persetujuan
1. Kedudukan hukum subjek yang membuat persetujuan
1. Hak subjek hukum yang bersangkutan.[footnoteRef:17] [17:  Abdulkadir Muhammad., Op.Cit,  h.27.   ] 

Paksaan yang dapat melenyapkan masalah perizinan dalam persetujuan ialah paksaan besifat tidak adanya pilihan. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya mutlak atau absolut yang menyebabkan seorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya sehingga tidak dapat menghindar dari paksaan tersebut.
Berbeda halnya dengan paksaan psikis, di sini sifat paksaan relatif yang memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan pilihan kehendak. Seseorang itu masih dapat mengelak dari paksaan dimaksud. Selanjutnya perizinan yang diberikan dalam persetujuan diperoleh dengan jalan penipuan, hal ini juga mengakibatkan peizinan dalam persetujuan dianggap tidak ada. Persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa muslihat licik hingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal.
Sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :
1. Hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi
1. Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau yang ditipu tadi seorang terpelajar dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.[footnoteRef:18] [18:  M.Yahya Harahap, Op.Cit,  h.26.] 


Perjanjian yang telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka  perjanjian itu sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih tegasnya Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Apabila terjadi sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lainnya dapat membawanya ke pengadilan dan apabila terbukti memang demikian kejadiannya, hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian itu.
Melalui suatu perjanjian, maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal inilah dikatakan fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.
Perjanjian dalam hubungan bisnis perlu dibuat secara tertulis karena perjanjian ini sebagai pegangan, pedoman dan alat bukti para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya sudah diatur dengan jelas sebelumnya. 
Undang-Undang telah menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan dalam suatu perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Istilah secara sah, pembentuk Undang-Undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum.[footnoteRef:19] Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Secara sah di sini adalah bahwa pembuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. [19:  Mariam Darus Badrulzaman., Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2014, h.27.] 

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat-syarat yang dilanggar sebagaimana disebutkan di atas. Konsekuensi hukum tersebut adalah :       
a. Batal demi hukum nietig, null and volid), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni hal tertentu dan sebab yang dibolehkan.
b. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable)¸misalnya dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan dan kecakapan berbuat.
c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian tidakbegitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan perjanjian yang batal (demi hukum) adalah perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan masihmungkin dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Sedangkan bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah.
d. Ada juga syarat perjanjian yang apabila tidak terpenuhi hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administratif saja terhadap salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Misalnya apabila terhadap suatu perjanjian memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu.[footnoteRef:20] [20:  Ibid.,h.58.] 


4. Berakhirnya Perjanjian
Mengenai peraturan tentang berakhirnya perjanjian diatur di dalam Bab XII Buku III KUHPerdata. Peraturan untuk itu adalah perlu bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai dimana batas perjanjian tersebut.
Pasal 1381 KUHPerdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjianyaitu :
a. Pembayaran
b. Penawaran tunai disertai dengan penitipan
c. Pembaharuan hutang
d. Perjumpaan hutang
e. Percampuran hutang
f. Pembebasan hutang
g. Musnahnya benda yang terhutang
h. Kebatalan/pembatalan
i. Berlakunya syarat batal
j. Kadaluarsa atau lewat waktu.
Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan. Pembayaran pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja. Namun Pasal 1382 KUHPerdata menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian Undang-Undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting adalah hutang itu harus dibayar.
Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur dan dalam hal ini kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada Notaris atau panitera. Setelah itu notaris atau panitera membawa uang yang harus dibayarkan selanjutnya menjumpai kreditur untuk melaksanakan pembayaran. Kreditur yang menolak, maka dipersilakan oleh notaris atau panitera untuk menandatangani berita acara dan jika kreditur menolak juga, maka hal ini dicatat dalam berita acara tersebut, hal ini merupakan bukti bahwa kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan. Dengan demikian debitur meminta kepada Hakim agar konsignasi disahkan dan jika telah disahkan, maka debitur terbebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus.
Pembaharuan hutang (novasi) adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian lain. Dalam hal para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru.
Terjadinya perjumpaan hutang atau kompensasi terjadi jika para pihak yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai hutang dan piutang, maka mereka mengadakan perjumpaan hutang untuk suatu jumlah yang sama. Hal ini terjadi jika antara kedua hutang berpokok pada sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan keduanya dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika.
Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur  benar dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran hutang sesuai dengan Pasal 1435 KUHPerdata.
Pembebasan hutang terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh si debitur. Jika si debitur menerima pernyataan si kreditur maka berakhirlah perjanjian hutang piutang diantara mereka.
Musnahnya barang-barang yang menjadi hutang debitur, maka perjanjian juga dapat hapus. Dalam hal demikian debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah di luar  kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun di tangan kreditur. Debitur yang telah berusaha dengan segala daya upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada seperti semula. Hal ini disebut dengan resiko.
Perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula.
Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya dari debitur jika peristiwa yang dimaksud terjadi.
Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 1946 KUHPerdata).
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